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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian biaya operasional dan kelayakan investasi KRL Yogyakarta 

dengan menggunakan PM No 17 tahun 2018 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan biaya operasional kereta listrik Yogyakarta – 

Palur diperoleh perhitungan hasil biaya operasional KRL Yogyakarta 

dengan biaya Rp10.268.528,17/lintas 

2. Dari perhitungan analisis tarif berdasarkan biaya operasional kereta listrik 

Yogyakarta menggunakan PM No 17 tahun 2018 diperoleh tarif dasar Rp 

360,19/pnp.km dan jarak Rp  25.213/pnp untuk load factor 40%, 

Selanjutnya pada load factor 80% diperoleh tarif dasar Rp 180/pnp.km 

dan tarif jarak 12.606/pnp sedangkan load factor 100% diperoleh tarif 

dasar Rp 144/pnp.km dan tarif jarak Rp 10,085/pnp 

3. Dalam perhitungan kelayakan operasional KRL Yogyakarta terdapat 

beberapa skenario yaitu Skenario 1 dan skenario 2, skenario 1 merupakan 

kondisi dengan menggunakan Public Service Obligation (PSO) dan 

skenario 2 tanpa menggunakan Public Service Obligation (PSO), dari 

perhitungan analisis kelayakan operasional KRL Yogyakarta  dapat 

disimpulkan bahwa  dalam skenario 1 dengan menggunakan LF 80% 

sesuai dengan yang diizinkan oleh pemerintah maka tarif dan Load Factor 

yang layak adalah Rp 10.000 Sedangkan untuk skenario 2 yang tanpa 
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menggunakan subsidi PSO tarif yang layak adalah tarif Rp16.000 pada 

LF 80%  

6.2 Saran 

Dari penelitian biaya operasional dan kelayakan operasional KRL 

Yogyakarta terdapat saran sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini tarif flat dapat dikembangkan menjadi tarif 

berdasarkan jarak stasiun seperti pada commuter yang ada di Jabodetabek, 

dan dilakukan kenaikan tarif sehingga memungkinkan untuk tidak 

bergantung terhadap Public Service Obligation (PSO), dan mengurangi 

nilai besaran Public Service Obligation (PSO) tersebut.  

2. Dalam pengembangan tarif berdasarkan jarak dapat dilakukan analisis 

Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) sehingga dapat 

menjadi pedoman dalam penentuan tarif dan tetap terjangkau bagi 

masyarakat. 
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